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PEREMPUAN DALAM KANCAH POLITIK 
Oleh :  Mashur  Malaka 
Abstrak 
Berbagai bentuk gerakan perempuan yang terintegrasi dalam isu-isu publik seperti merebut 
kemerdekaan, menumbangkan sebuah rezim, terlibat dalam demonstrasi berskala besar, 
merupakan kisah yang sering kita baca, dengar dan bahkan disaksikan langsung dalam 
gelanggang politik, perempuan disingkirkan dan kembali  dipinggirkan.   Perempuan sering kali 
dirugikan  oleh konstruksi mengenai lelaki-perempuan dengan segenap relasinya yang dibentuk 
oleh berbagai latar belakang sosial budaya, termasuk agama ataupun interpretasi keagamaan. 
Republik Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi 
terhadap perempuan melalui undang-undang No. 7 tahun 1984, dimana hak-hak politik 
perempuan termasuk salah satu dari isu penting yang di bahas dalam konvensi tersebut. 
Kata kunci: perempuan, politik. 
 
Abstract 
There has been an integrated public of women movement, such as fighting for freedom, 
fighting for regime, and involving in huge demonstration. Furthermore, women have 
been discriminated as result of social construct and religion interpretation, and these 
cases become part of the common news that we read. In relation to this, the Indonesian 
government has new break through to obliterate any kinds of discrimination for women 
which stipulated in constitution no 7, 1984. One of the points of this constitution 
discusses about right for women in politics.  
Key words: women, politics. 
 
A. PENDAHULUAN 
Hambatan perempuan di bidang sosial budaya dan kultur membuat 
perempuan menjadi ragu untuk melangkkah lebih jauh di bidang politik. Kulltur dan 
budaya setempat menciptakan kecenderungan kelompok laki-laki yang tidak ingin 
dipimpin oleh perempuan. 
Hasilnya, baru segelintir orang sudah memiliki pandangan kritis tentang 
peran perempuan dalam politik. Selain itu, kepedulian anggota legislatif perempuan 
untuk berdialog mengenai isu yang meminggirkan hak-hak perempuan juga masih 
sangat kurang, apabila wacana dan isu politik tersebut dibiarkan terus bergulir 
maka, pemiskinan perempuan akan terus terjadi dibidang hak-hak perempuan. 
(www, Perempuan dan Politik, web. Id, 3 Maret, 2013) 
Kurangnya pengetahuan politik bukan satu-satunya faktor yang 
mempengaruhi kualitas partisipasi mereka dalam berpolitik di negeri ini. Nilai-nilai 
budaya,  agama juga turut berperan di dalamnya. 
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Agama termasuk yang telah digunakan sedemikian rupa untuk melanggeng 
pemisahan ruang publik bagi laki-laki dan ruang privat bagi perempuan. Politik 
hampir selalu disebut-sebut sebagai dominan laki-laki hingga perempuan dianggap 
tak pantas untuk berpartisipasi di dalamnya 
Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi semua warga 
negara, perempuan sebagai bagian mutlak dari bangsa Indonesia yang jumlahnya 
lebih separoh penduduk dan 53% pemilih, (Dewasa ini kondisinya masih tertinggal 
di berbagai aspek kehidupan dan mendapat perlakuan diskriminatif, serta tindak 
kekerasan), adalah asset bangsa dan merupakan kelompok strategis, yang sudah 
dijamin oleh Konstitusi dan peraturan perundangan nasional lainnya, mempunyai 
hak yang sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi. 
Potensi dan kontribusi/partisipasinya merupakan komponen kunci dalam 
mencapaipembangunan yang berkelanjutan dan membangun demokrasi.. Persoalan 
keterwakilan perempuan dalam Pemilu sebesar 30 persen, bukan masalah 
perempuan semata. "Ini bicara perpektif Indoensia. Bukan perspektif perempuan,. 
(Titi Sumbung, 2013). 
Di Indonesia, lanjut Titi, separuh penduduknya adalah perempuan. Namun 
dilihat dari index pembangunan manusia (IPM), ranking perempuan menempati 
posisi yang sangat rendah. 
Dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, perempuan masih 
tertinggal. Dengan keterwakilan 30 persen, tidak berarti pemilih perempuan tidak 
mesti memilih caleg perempuan.   
Dengan Undang Undang No. 7 tahun 1984, tertanggal 24 Juli 1984 - 22 tahun 
yang lalu, Indonesia telah mengesahkan menjadi hukum nasional (meratifikasi): 
Konvensi PBB tentang "Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 
Perempuan" (UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women/CEDAW) - selanjutnya disingkat Konvensi Perempuan. Dalam Konvensi 
tersebut - khususnya Pasal 7 dan 8 - dijamin hak politik perempuan untuk memilih, 
dipilih, menduduki jabatan publik, berpartisipasi dalam organisasi non-pemerintah 
yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara, kesempatan 
mewakili pemerintah di tingkat internasional dan bekerja pada organisasi 
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internasional, atas dasar persamaan dengan laki-laki tanpa suatu diskriminasi. Sudah 
menjadi kesepakatan internasional - dimana Indonesia juga terikat - prinsip-prinsip 
Konvensi CEDAW ialah: Non-diskriminatif, persamaan substantif dan kewajiban 
negara untuk menerapkan prinsip persamaan, menghapuskan dasar hukum yang 
diskriminatif/bias gender, melindungi dan menjamin hak asasi perempuan. (www. 
Parlement, net)  
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen  dalam melakukan penolakan 
terhadap berbagai bentuk diskriminas,. juga menggariskan arah kebijakan dan 
tindakan keberpihakan yang jelas dan nyata guna mengurangi kesenjangan gender 
di berbagai bidang pembanguanan. Prioritas dan arah kebijakan pembangunan 
pemberdayaan perempuan yang pertama ditujukan untuk meningkatkan 
keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik. (www. Parlemen, 
web. Id. 3 Maret, 2013) 
Namun, fakta menunjukkan bahwa 68 tahun Indonesia merdeka, sudah 
beberapa kali  diselenggarakan pemilihan umum, bahkan pemilu 2009 yang 
dianggap paling demokratis pun, keterwakilan perempuan dalam struktur 
kekuasaan dan proses pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan publik, 
masih tetap rendah, di semua tingkatan, baik di lembaga legislatif, eksekutif dan 
yudikatif.  
Data keterwakilan perempuan di parlemen nasional sedunia dari 
International Parliamentarian Union (IPU) tertanggal 31 Januari 2006 menunjukkan, 
Indonesia menduduki tempat ke 89 dari 186 negara - jauh dibawa Afghanistan: 27,3% 
(No.24), Vietnam: 27,3% (No.24), Timor Leste: 25,3% (No.28), Pakistan: 21,3% (No.41), 
Cina: 20,3% (No.48), Singapore: 16% (No.66), Filipina: 15,3% (No.67), Bangladesh: 
14,8% (No.70), Korea Selatan: 13,4% (No.75),  masih dibawa Syrian Arab Republic: 
12% (No.86). Tercatat negara-negara Asia dibawa Indonesia a.l.: Thailand: 10,8% 
(No.93), Malaysia: 9,1% (No.103), Jepang: 9,0% (No.104), India: 8,3%  (No.108) dan 
ada 11 negara yang tidak ada perempuan dalam parlemen-nya.  (Women Researc 
Institute, 2012) 
Realitas politik ini jelas memprihatinkan karena  perempuan yang 
merupakan mayoritas penduduk dan pemilih, berhak juga untuk memperoleh 
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keterwakilan politik yang setara dan seimbang dengan laki-laki, agar dapat 
"menyuarakan" dan terlibat dalam menentukan prioritas kepentingan dan mendapat 
manfaat dari pembangunan. 
www.parlemen.net 
B. ASPEK HUKUM  DALAM   POLITIK  PEREMPUAN 
Salah satu upaya untuk peningkatan keterwakilan perempuan adalah 
adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan terhadap 
proses politik yang memastikan peningkatan keterwakilan perempuan pada tingkat 
yang diharapkan. Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu adalah salah satu 
indikator yang sangat penting untuk menjamin peningkatan keterwakilan 
perempuan yang duduk di DPR. Undang-Undang (UU) Partai Politik dan Pemilu 
menjadi ukuran untuk melihat bagaimana respon negara terhadap indikator 
kesetaraan gender. Undang-Undang Pemilu dapat memberikan jaminan bagi 
perempuan untuk dapat mengikuti proses pencalonan sampai terpilihnya dalam 
pemilu. 
Ilmu politik dan feminisme telah saling mempelajari satu sama lain. 
Feminisme telah mengembangkan ilmu politik dalam rangka memberi perhatian 
secara lebih hatii-hati dan seksama terhadap perempuan. Dengan kata lain, peminis 
dapat belajar dalam ilmu politik mengenai hal yang penting bagi perempuan, 
mengenai politik di dunia publik dan negara dan cara-cara dimana perempuan dapat 
secara lebih efektif terlibat dalam pembuatan kebijakan negara.  (Sulistyowati Irianto, 
2008)       
Di Indonesia, sejak diberlakukannya pasal 65 Undang-Undang Pemilu No.12 
Tahun 2003 tentang kuota perempuan 30% pada pemilu 2004 secara terus-menerus 
dibutuhkan penguatan terhadap UU tersebut dan evaluasi di setiap Pemilihan 
Umum (pemilu).  
Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut maka dalam pemilu 2004 dan 
2009 terlihat peningkatan yang signifikan pada jumlah calon legislatif (caleg) 
perempuan, namun belum secara otomatis memberikan kesempatan kepada 
perempuan untuk terpilih dalam pemilu. Peningkatan jumlah keterwakilan 
perempuan menjadi sangat penting baik dalam kerangka peningkatan the politics of 
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presence maupun dalam kerangka the politic of ideas (kebijakan kesejahteraan Ibu dan 
Anak serta keluarga) dari kepentingan perempuan sebagai mayoritas penduduk 
suatu negara. Dalam menjalankan hak politik warga untuk peningkatan jumlah dan 
suara perempuan dalam pemilu 2014 yang akan datang,  maka UU.N0  8 2012  
tentang pemilu  kuota perempuan tetap dipertahankan. 
Implikasi dari rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga 
penentu kebijakan publik, berakibat pada dikeluarkannya kebijakan publik yang 
timpang, karena kurang  memperhitungkan kontribusi dan kebutuhan perempuan, 
serta menghasilkan kebijakan publik yang rendah kualitasnya. Data nasional diatas 
menunjukkan adanya disparitas/ketimpangan diantara warga negara perempuan 
dan laki-laki yang mendapat manfaat dari pembangunan yang sedang berjalan, 
terutama perempuan tertinggal di bidang pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, 
perlakuan diskriminatif, tindak kekerasan,perdagangan perempuan dan anak, dsb. 
yang pada akhirnya akan berpengaruh padakesejahteraan dan kemajuan bangsa 
secara menyeluruh. 
Pada tahapan baru perkembangan politik di Indonesia dewasa ini 
menunjukkan, bahwa relasiantara negara (state) dan masyarakat sipil (civil society) 
mengarah pada semakinmenguatnya peran masyarakat menuju pada hubungan 
kemitraan dalam tahapan konsolidasi demokrasi. Untuk maksud tersebut, perlu 
dibuka ruang publik yang lebih besar bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam 
praktek penyelenggaraan negara. Pembuatan kebijakan pemerintahan menjadi tanpa 
makna bila tidak melibatkan rakyat (-perempuan dan laki-laki) selaku pemegang 
kedaulatan sejati di dalamnya, terutama bagian penduduk - yang perempuan ini, 
agar dapat terlibat dalam proses politik dan jabatan publik, sehingga dapat secara 
langsung menyalurkan aspirasi dan kepentingannya, mulai dari mengenali masalah 
dalam masyarakat 
 
C. HAK POLITIK   PEREMPUAN DALAM  PERSPEKTIF  ISLAM  
Politik pada hakekatnya kekuasaan (power) dan pengambilan keputusan, 
yang lingkupnya dimulai dari institusi keluarga hingga institusi formal tertinggi. 
Keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah dimaksudkan untuk menjatuhkan, 
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menurunkan atau merebut kekuasaan dari tangan laki-laki, melainkan dimaksudkan 
agar bisa menjadi mitra sejajar laki-laki. (Musdah Mulia, 2004)   
Agama termasuk yang telah digunakan sedemikian rupa untuk melanggeng 
pemisahan ruang publik bagi laki-laki dan ruang privat bagi perempuan. Politik 
hampir selalu disebut-sebut sebagai dominan laki-laki hingga perempuan dianggap 
tak pantas untuk berpartisipasi di dalamnya Pengalaman perempuan itu perlu 
dipertimbangkan dalam kebijakan publik, tetapi juga menekankan bahwa islam 
sebagai agama mayoritas penduduk negeri ini menjamin hak-hak politik perempuan 
sepenuhnya. ( Sri Wahyuni, 2013) 
Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam 
kaitan dengan hak-hak politik kaum peremuan adalah yang tertera dalam surah Al-
Taubah ayat 71 : 
tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# uρ àM≈ oΨÏΒ ÷σßϑø9 $# uρ öΝßγàÒ ÷è t/ â™ !$uŠ Ï9 ÷ρ r& <Ù÷è t/ 4 šχρ â ßΔ ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑø9 $ Î/ tβ öθyγ÷Ζ tƒuρ Ç⎯ tã Ìs3Ζ ßϑø9 $# šχθßϑŠ É)ãƒ uρ 
nο 4θn= ¢Á9 $# šχθè?÷σãƒuρ nο 4θx.¨“9 $# šχθãèŠ ÏÜãƒuρ ©!$# ÿ… ã&s!θß™u‘ uρ 4 y7Í×¯≈ s9 'ρ é& ãΝßγçΗxq ÷ z y™ ª!$# 3 ¨β Î) ©!$# î“ƒÍ• tã ÒΟŠ Å3ym ∩∠⊇∪   
 38. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara 
mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada 
mereka. 
Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban 
melakukan kerja sama antarlelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan 
yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah 
yang munkar. 
Kata awliya', dalam pengertiannya, mencakup kerja sama, bantuan dan 
penguasaan, sedang pengertian yang dikandung oleh "menyuruh mengerjakan yang 
ma'ruf" mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi 
nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan 
Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-
masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang 
kehidupan. 
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Keikutsertaan perempuan bersama dengan lelaki dalam kandungan ayat di atas 
tidak dapat disangkal, sebagaimana tidak pula dapat dipisahkan kepentingan 
perempuan dari kandungan sabda Nabi Muhamad saw. Yang artinya: “Barangsiapa yang 
tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum Muslim, maka ia tidak termasuk golongan 
mereka. 
Kepentingan (urusan) kaum Muslim mencakup banyak sisi yang dapat 
menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang pendidikan seseorang, tingkat 
pendidikannya. Dengan demikian, kalimat ini mencakup segala bidang kehidupan 
termasuk bidang kehidupan politik.     
t⎦⎪ Ï%©!$# uρ (#θç/$ yftGó™$# öΝÍκÍh5tÏ9 (#θãΒ$ s% r& uρ nο 4θn= ¢Á9 $# öΝèδãøΒ r& uρ 3“u‘θä© öΝæηuΖ ÷t/ $£ϑÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθà)ÏΖ ãƒ  
38.  Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara 
mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada 
mereka.  
Ayat ini dijadikan pula dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak 
berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan. 
Syura (musyawarah) telah merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-
bidang kehidupan bersama menurut Al-Quran, termasuk kehidupan politik, dalam arti 
setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa 
mengadakan musyawarah. 
Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap lelaki maupun perempuan 
memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat 
dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan 
bermasyarakat --termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam 
menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, 
tanpa kecuali. 
Al-Quran juga menguraikan permintaan para perempuan pada zaman Nabi 
untuk melakukan bay'at (janji setia kepada Nabi dan ajarannya), sebagaimana 
disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12. 
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$ pκš‰ r'¯≈ tƒ ©É< ¨Ζ9$# #sŒ Î) x8u™!% y` àM≈ oΨÏΒ÷σßϑø9 $# y7uΖ ÷èÎƒ$ t7ãƒ #’n?tã β r& ω š∅ø.Î ô³ç„ «!$ Î/ $\↔ø‹x© Ÿωuρ z⎯ ø%Îô£tƒ Ÿωuρ t⎦⎫ ÏΡ÷“tƒ Ÿωuρ z⎯ù= çFø)tƒ 
£⎯ èδy‰≈ s9÷ρ r& Ÿωuρ t⎦⎫Ï?ù'tƒ 9⎯≈tFôγç6Î/ …çμ uΖƒÎ tIøtƒ t⎦ ÷⎫ t/ £⎯Íκ‰Ï‰ ÷ƒr&  ∅ÎγÎ= ã_ö‘r& uρ Ÿωuρ šoΨŠÅÁ÷è tƒ ’Îû 7∃ρâ÷ê tΒ   £⎯ ßγ÷èÎƒ$ t6sù öÏøó tGó™ $#uρ £⎯ çλm; 
©!$# ( ¨βÎ) ©!$# Ö‘θàxî ×Λ⎧Ïm§‘ ∩⊇⊄∪   
12.  Hai nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman 
untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak 
akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan 
berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka[1472] dan tidak 
akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan 
mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. 
[1472]  perbuatan yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka itu 
maksudnya ialah mengadakan pengakuan-pengakuan palsu mengenai hubungan 
antara pria dan wanita seperti tuduhan berzina, tuduhan bahwa anak si Fulan bukan 
anak suaminya dan sebagainya. 
 
Sementara, pakar agama Islam menjadikan bay'at para perempuan itu sebagai 
bukti kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan atau pandangannya yang 
berkaitan dengan kehidupan serta hak mereka. Dengan begitu, mereka dibebaskan untuk 
mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain dalam 
masyarakat, bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka 
sendiri. 
Harus diakui bahwa ada sementara ulama yang menjadikan firman Allah 
 Α%y` Ìh9$# šχθãΒ≡ §θs% ’n?tã Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# $ yϑÎ/ Ÿ≅Òsù ª!$# óΟßγŸÒ÷èt/ 4’n?tã <Ù÷è t/ !$ yϑÎ/uρ (#θà)xΡr& ô⎯ ÏΒ öΝÎγÏ9≡ uθøΒr& 4 àM≈ ys Î=≈¢Á9 $ sù ìM≈tGÏΖ≈ s% 
×M≈ sàÏ≈ ym É=ø‹tó ù= Ïj9 $ yϑÎ/ xáÏym ª!$# 4 © ÉL≈ ©9$#uρ tβθèù$sƒrB  ∅èδ y—θà±èΣ  ∅èδθÝàÏè sù £⎯èδρã àf÷δ $#uρ ’Îû ÆìÅ_$ŸÒyϑø9 $# £⎯ èδθç/Î ôÑ $#uρ ( 
÷βÎ* sù öΝà6uΖ ÷èsÛr& Ÿξsù (#θäó ö7s? £⎯ Íκö n= tã ξ¸‹Î6y™ 3 ¨βÎ) ©!$# šχ% x. $wŠÎ= tã #ZÎ6Ÿ2 ∩⊂⊆∪   
  
34.  Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah 
Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), 
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dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab 
itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] 
ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka)[290]. 
wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika 
mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 
menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. 
Lelaki-lelaki adalah pemimpin perempuan-perempuan... sebagai bukti tidak 
bolehnya perempuan terlibat dalam persoalan politik. Karena --kata mereka-- 
kepemimpinan berada di tangan lelaki, sehingga hak-hak berpolitik perempuan pun 
telah berada di tangan mereka. Pandangan ini bukan saja tidak sejalan dengan ayat-ayat 
yang dikutip di atas, tetapi juga tidak sejalan dengan makna sebenarnya yang 
diamanatkan oleh ayat yang disebutkan itu. 
Ayat Al-Nisa' 34 itu berbicara tentang kepemimpinan lelaki (dalam hal ini suami) 
terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan 
ini pun tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan 
harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami. 
Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita yang 
terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikapnya oleh 
Nabi Muhammad saw. ketika memberi jaminan keamanan kepada sementara orang 
musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri 
Nabi Muhammad saw. sendiri, yakni Aisyah r.a., memimpin langsung peperangan 
melawan 'Ali ibn Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan Kepala Negara. Isu 
terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya Khalifah 
Ketiga, Utsman r.a. 
Peperangan itu dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Perang Unta (656 M). 
Keterlibatan Aisyah r.a. bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya 
dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu 
menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun. 
(M.Quraish Shihab, 2000). 
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D. PEREMPUAN DALAM DEMOKRASI 
Kehadiran perempuan dalam kancah dunia perpolitikan di Indonesia 
diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk memecahkan persoalan bangsa. 
Karena itu perempuan diharapan meningkatkan wawasan dan peran dalam 
kehidupan demokrasi. 
Hal itu dinyatakan Ketua MPR Taufik Kiemas dalam sambutannya pada 
acara Konsolidasi Nasional Jaringan Kaukus Perempuan Parlemen se-Indonesia' di 
Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, ( Sabtu 24, April 2012 ). 
            Menurut Taufik, tuntutan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan tidak 
lepas dari keinginan untuk menciptakan dunia yang baru dan bebas dari 
diskriminasi. Dunia yang memberi dan membawa kesejahteraan bagi lapisan 
masyarakat termasuk perempuan. 
Jika feminisme sesungguhnya adalah politik, maka feminisme adalah politik 
dalam konsepsi yang luas sebagai hubungan kekuasaan," kata Taufik. 
            Dalam kesempatan itu, Taufik mengutip Bung Karno dalam buku Bung Karno 
bertajuk 'Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan RI'. "Wanita Indonesia 
kewajibanmu telah terang. Sekarang ikutlah serta mutlak dalam usaha 
menyelamatkan republik dan jika republik selamat ikut sertalah mutlak dalam usaha 
menyusun negara nasional. Jangan ketinggalan di dalam revolusi nasional ini dari 
awal sampai akhir dan jangan ketinggalan pula dalam menyusun masyarakat 
berkeadilan sosial dan kesejahteraan sosial". 
Diera demokrasi sekarang ini menjadi seorang pemimpin bukan hanya di 
dominasi oleh kaum pria saja, pemimpin sekarang juga sudah banyak yang wanita. 
Tren pemimpin wanita ini dimulai sejak awal abad ke-20 dimana isu hak asasi 
manusia dan persamaan gender secara lantang disuarakan oleh aktivis feminisme. 
Sehingga diskriminasi menjadi seorang pemimpin dengan aktifitas yang menuntut 
seseorang untuk selalu tetap energik, bergerak, sigap, serta mengedepankan 
pikirannya kini tidak lagi menjadi monopoli kaum pria saja. Pada abad ke-20 
khususnya pada dekade akhir isu persamaan hak asasi manusia salah satunya 
mengenai isu non diskriminasi gender antara kaum laki-laki (maskulin) dan 
perempuan (feminin) secara lantang disuarakan. Selama ini budaya yang berkembang 
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didunia cenderung bersifat “patrilinialis” yang membuat kaum wanita merasa 
termarginalkan atau golongan kelas dua setelah kaum pria. Khusus dibidang politik 
masuknya wanita dalam kancah perpolitikan yang terbilang sebagai dunia yang 
penuh intrik, caci maki dan jauh dari “kehalusan” bisa terbilang sesuatu yang tabuh. 
Kita masih ingat dengan Margaret Thatcher dan Benazir Bhutto, di dunia 
internasional kedua nama tersebut tidak diragukan lagi kepolpulerannya sebagai 
seoang pemimpin wanita. Lalu di Indonesia ada Megawati yang mampu 
mengalahkan dominasi kaum pria dalam kepemimpinan di negeri ini.  
             Banyak yang menjadikan sosok kelahiran dan kehidupan Kartini sebagai 
simbol perjuangan wanita Indonesia. Namun kenyataannya wanita baru dapat 
muncul mengambil peranan strategis kepemimpinan baik dalam keprofesian hingga 
pemerintahan satu abad setelah kehadiran kartini. Apa yang menyebabkan kaum 
wanita berhasil menempatkan haknya yang setara dengan kaum pria dalam hal 
kepemimpinan? 
              Ada dua faktor pendobrak perubahan kaum wanita Indonesia, pertama 
adalah adanya pengaruh perubahan paradigma masyarakat dunia akibat dari 
pergerakan kaum feminis yang memperjuangkan hak kaum wanita di berbagai 
negara. Keberhasilan gerakan kaum feminis yang muncul dari eropa yang dipelopori 
oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet pada tahun 1785 
diselatan Belanda. Pada abad 19 dan awal abad 20 keberhasilan gerakan feminisme 
mulai diterima masyarakat luas dengan gerakan yang mereka sebut Universal 
Sisterhood. 
               Salah satu keberhasilan kaum feminin memasukan filosofinya ialah dengan 
ditandai banyaknya konvensi internasional khususnya di bidang HAM yang 
memasukkan isu persamaan hak antara kaum wanita dengan pria serta menolak 
diskriminasi gender. Dari hal tersebut mau tidak mau suatu negara agar dikatakan 
sebagai negara yang beradab dan menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan harus 
ikut meratifikasi berbagai konvensi internasional tersebut, misalnya ICCPR Tahun 
1966 (Internastional Covenant on Civil and Political Right) yaitu suatu konvensi 
internasional dibidang perlindungan hak sipil dan politik. 
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Adanya dasar perlindungan hukum secara internasional tersebut 
menyebabkan suatu negara tidak terkecuali Indonesia menyesuaikan Hukum 
Nasionalnya dengan memasukkan isu perlindungan HAM itu salah satunya tentang 
non diskriminasi gender. 
Dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
dimasukkan istilah Diskriminasi yaitu setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan 
yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas 
dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis 
kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau 
penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang 
politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Masih dalam 
UU yang sama diatur mengenai Hak turut serta dalam pemerintahan dan menjamin 
keterwakilan wanita dalam lembaga legislatif,eksekutif,dan,yudikatif.. 
Dalam Amandemen UUD Pasal 28 D ditegaskan bahwa setiap orang berhak 
untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum, pekerjaan dan 
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan demikian semakin 
jelas posisi dan kedudukan wanita dilindungi oleh hukum positif Indonesia. hal inilah 
yang menjadi salah satu alasan banyak munculnya tokoh-tokoh wanita yang menjabat 
peranan signifikan dalam suatu perusahaan hingga pemerintahan. 
Faktor penentu kedua ialah bahwa selama dipimpin oleh pria timbul sebuah 
kekecewaan karena tidak terakomodasinya kepentingan kaum perempuan, padahal 
jika ditinjau dari komposisi perbandingan penduduk dunia kaum wanita lebih 
banyak dibandingkan pria. Sehingga keterwakilan wanita dalam masalah-masalah 
penting kerap kali di kesampingkan.    . 
Faktor ini yang menyebabkan kekhawatiran kaum perempuan bila tidak 
menempatkan wakilnya dalam masalah kepemimpinan di sektor mana pun di negeri 
ini. Perubahan paradigma perempuan yang menghendaki kemandirian pun cukup 
berpengaruh dalam memunculkan pemimpin dari kalangan wanita , ini selaras 
dengan tingginya tingkat pendidikan kaum wanita. Semakin tinggi tingkat 
pendidikan maka semakin kritis cara berpikirnya. 
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Saat ini kepemimpinan yang dipegang oleh wanita sudah dapat diterima oleh 
masyarakat Indonesia terlebih sejak terpilihnya Megawati sebagai Presiden Wanita 
pertama di Republik ini. Kepemimpinan wanita sudah menjadi tren tersendiri yang 
mampu mewarnai nuansa kompetisi kepemimpinan yang sebelumnya didominasi 
oleh kaum pria. 
Mampukah wanita Indonesia menempatkan dirinya sebagai Pemimpin di 
Negeri ini? Kita tunggu saja perkembangnya ke depan, apakah akan muncul 
Megawati atau Ratu Atut Khosiah (Gubernur Banten) selanjutnya dalam 
kepemimpinan di Indonesia. Hal ini sekaligus peringatan bila kaum pria tidak 
mampu meningkatkan kualitas kepemimpinannya dengan menunjukkan 
keberpihakannya terhadap permasalahan wanita, mungkin saja kepemimpinan 
bergeser trennya kearah pemimpin wanita.  
  
E. PENUTUP 
Sejarah perjuangan perempuan Indonesia tidak bisa dipisahkan dari 
perjuangan anti-kolonialisme. Perempuan Indonesia, sedari awalnya, sudah 
menyadari bahwa kolonialisme merupakan rantai penindasan yang menghalangi 
kemajuan bangsa Indonesia, termasuk kaum perempuan di dalamnya 
Kaum perempuan Indonesia tetap sulit mengejar kemajuan. Mayoritas 
perempuan Indonesia masih sulit mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, 
perumahan layak dan hak-hak dasar lainnya. Padahal, seseorang akan sulit 
mengembangkan diri dan kapasitasnya jika ia tetap buta-huruf, tidak sehat, lapar, dan 
tidak punya tempat tinggal yang layak. 
Oleh karena itu, tidak ada jalan menuju kemajuan perempuan tanpa 
membuka akses yang demokratis terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, 
perumahan, dan hak-hak dasar lainnya. Dengan demikian, cara untuk membuka jalan 
bagi kemajuan perempuan Indonesia adalah demokrasi ekonomi dan demokrasi 
politik. 
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